
Ob^

cnggara; (Lemlcnn Negara Republik Indonesia Tahun
003, Nomor 14|4, Tambahan Lembaran Negara Republik
^donesia Nomoit 4339);

Indang^Undang ^ Nomor 1 Tahun 2004 tentang
1 'erbendaharaanl Negara  (Lembaran Negara  Republik

_.csia Tahut 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

iegara Republik!Indonesia Nomor 4355);

Indang-Undangj  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
! erimbangan K^uangan Antara Pemerintah Pusat  dan
i "emerintahan  IDaerah  (Lembaran  Negara  Republik

idonesia Tahu^ 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

legara Republik Indonesia Nomor 4438)^
Indang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistcm

> aminan Sosial Na^ional (Lembaran Negara Republik I

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembf
legara RepublikJndonesia Nomor 4456)^

Kolaka Utara  di  Provinsi  Sulaw

Tahun  2003  tentang
Bombana, Kabupaten Wakatobi,

Kabupater

Indang-Undangj  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
legara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003
[omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomoij 4286);

Indang-Undang Nomo
^embentukan Ki bupate

PROQHAM JAMNAK KESEHATAN OEMBIRA 8EHAT
KABUPATBH BOMBANA

RAHHAT TUHAN YANQ HAHA BSA
BUPATI BOMBAKA,

1  lahwa guna mejaingkatkan derajat kesehatan masyarakat
i liskin, tidak niampu dan rerttan miskin di Kabupaten
ombana maka. diperlukan program jaminan kesehatan

3 ang terintgrasi dengan Program Jaminan Kesehatan
1 [aaional oleh Pemerintah Kabupaten Bombana ;

berdasarltan pjertimbangan aebagaimana dimaksud
uruf a, perlu | menetapkan Peraturan Bupati tentang

] Togeam Jamin^n Kesehatan Gcmbira Sehat Kabupaten

I lombana;;

PSRATURAH BUPATI BOHBAIU
HOMOR |M TAHClf 2018

Itbhtahq

GGARA
BU

PROVINSI

Mengingat      : 1.

Menimbang    ; a.



Undang-Undar̂ g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negkra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); !'
Undang-undanfe Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Saldt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Fndonesia Nom^r 5072);

Undang-Undanjg Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lertbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);|
Undang-Undan^ Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republiji Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undanje Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan I Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatujtn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali jiiubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahijin 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undanjg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan f Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

nesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kciiangan Daerah (Lembaran Negara Republik

nesia Tahuh 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubjik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedotnan Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubajhan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomorj 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Ke^angan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republi(c Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daeij^h Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang , Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
Peraturan Daefah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun .
2018 tentang ^^ncana Pembangunan Jangka Menengahi
Daerah Tahun ^017 - 2022;/ IlL

s   /



Kesehatan  Kabupaten Bom banal,|i

dasar dan rujukan serta/ * /

.^^^^.^^. j<̂ ^ ——v^jv. ™,ja' dengan Dinas Kesehatan  Kabupatenj

Bombana (Rui is h Sakit Mitra Di

yang

jaringannya, B^dan PTT/Swaata, Rumah Bersalin serta

Daerah; (RSUD), Rumah Sakit  Swasta, Balai

j

atan dan Belanja Daerah yang selanjutnya diaingkat
^nggaran Pendabatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Puskesmas da a
Rumah Sakit

Bombana;
16. Pemberi Pclaj ai. an Kesehatan yang selajutnya disingkat  PPK adalah

15. Anggaran Pend
APBD adalah

11.Penerima bantui n Iuran yang ielanjutnya diaingkat PBI adalah Peserta
Jaminan Keseh itan bagi  fakir  miskin dan orang tidak  mampu
sebagaimana !di imanahkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang krannya dibayarkan pemerintah sebagai peserta program
jaminan kcaeh^t n;!

12.Peserta Penerima Bantuan luranl(PBI) adalah fakir miskin yang ditetapkan

oleh Pemerintan dan diatur melalui Peraturan Pemerintah;
13.Badan Penyeleng^ara Jaminan S^sial Kesehatan yang selanjutnya disingkat

BPJS  Kesehatat  adalah  badan  hukum yang  dibentuk  untuk

menyelenggarakan program Jamirjan Kesehatan;
14.Penduduk adalah Warga Negara' Indonesia dan Warga Negara Asing yang

bertempat tinggal dilndonesia, penduduk miskin adalah penduduk memiliki
ratarata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemtskinan;

PERATURAH BUPATI TENTAKO PROGRAM JAMINAH
KBSEHATAH GBMBptA SEHAT KABUPATEH BOMBAHA

JBABI
KETENTUAN UHUM

PbU I
Dalam Peraturan litu >ati ini, yang diijnaksud dengan :

Daerah adalah K ibupaten
Pemerintah Daei
Bupati adalah Bi
Sekretariat Daert h adalah Sekret^riat Daerah Kabupaten Bombana;

Dinas Kesehatan adalah Dinas K^sehatan Kabupaten Bombana;
Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bombana;j
7.Pelaksana adilah Unit Pclakstna Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas

Kesehatan dan Rumah Sakit Ur |ium daerah Bombana yang bertanggung
jawab menyelfenggarakan pemt langunan kesehatan di Wilayah Kerja
Kecamatan;    f

8.Jaminan Kesfjhatan Nasional ; tang selanjutnya disingkat JKN adalah

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

9.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

10.Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program
Ke^e latan  Nasion^l   dalam rangka memperoleh jaminan

h Kabupaten Bombana;

mehJptdskah j



Program adalah Penduduk miskin yang termasuk dalam j

ibupaten Bombpna;J [1

BAB IV
SASARAIf PENERIMA PROGRAM

igaduan dan koOrdinasi;
^epesertaan;

Ruang lingkup Pi n turan Bupati in| terdiri dari :

a. sasaran pene ii

b^  per^raratan ^ c

c.mckanisme p^̂ ndataai
d.besaran h

e.Pelayanan

lan  untuk mewujudkan perlindungan
iskin di Kabupaten Bombana melalui

n Program Jaminan Kesehatan Oembira

iataan;

latan;

BABm
RUAHO L1HOKUP

l Kesehatan Q mbira Sehat;

dimaksuakan sebagai Pedoman dan dasar hukum

BABD
MAKSUp DAM TDJUAH

j

Sasaran Penerin
data Dinas Soaia

g. Pertan]

h. Penanganan pet

i.  Pemberhentian

dalam Pelak
aten Borobana;

bertv
penduduk

(1)Peraturan
bagi Para Pihi
Sehat di Kabuj

(2)Peraturan
Kesehatan
program ji

menyelengga^al an pelayi

i
yang melipu i rawat jalan tinjgkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat

Pertama (RTI P) rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat
lanjutan (RTIJL) pelayanan gawat darurat, dan "one day care {odcf bagi
warga Bombans;|

17.Pusat Keseh^ta i Masyarakat y^ng selanjutnya disebut Puskesmas adalah

in kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
upaya kesetn itan perorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengu^ai Takan upaya j ^omotif dan preventif, dengan mencapai

derajat kesehat in masyarakat y ^ng setinggi-tingginya diwilayah kerjanya..
18.Rumah   Said   adalah  ii latitusi    pelayanan   kesehatan  yang

Id ;sehatan perorangan secara paripuma yang

layanan rawat i lap, rawat jalan, dan gawat darurat;



^tiap bulan meh kukan pemutakhiran data Peserta PBI;
data dl sampaikan Kepada Kepala Dinas Kesehatan I

il an Penyesuaian dalam pendaftaran Jaminan ke^ehatan v
dilakukan oleh fePJS Kesehatan;/ I

BAB VI
PEMDATAAM

P 31;

i dilakul

< al >n peserta PBI ^ebagaimana dimaksud Pasal 4 diverifikasi

ioiial;
(1)Pendataan

oleh Dinas
(2)Dinas Sosia
(3)Hasil Pemu

untuk
Nasional

kepescrtaar

(4) Penambahan ^t& i penggantian p ^erta sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diprioritaskjar pada:

(a)bayi/anak dai i peserta PBI D enhi
(b)peserta PBI yang karena keea ^han sistem tidak masuk dalam database

s^bagai peserta PBI APBD Kabupaten

p sserta dari Program Jaminan Kesehatan sebagaimana
ayat (2) disebabtan:

isehatan dapatj menambah, mengganti atau menghapus

jaminan kesehatan berdasarkan rekomendasi

•ndaftarkan  peserta  Program
dimake id dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan:

dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan

peraturan perl Indang-Undangan;

Kesehatan

b. tidak iagi n

a peserta pa i Progri

diberikan Kart^i Identitas Peserta yang diterbitkan oleh(1)Setiap
BPJS KesehatLtr

(2)Kepala Dinasj K
data peser*"

dari Dinas scxka

(3)Penghapusan! p
dimaksud pada

p^serta s
ke jasama

serta

(1)Kepala Dinas
Kesehatan seba

(2)Pendaftaran px
berdasarkan
sesuai keteni

iijdsftar
Kesehatan ̂

d.tidak tergojoi g sebagai Pekeija Penerima Upah golongan Aparatur Sipil

Negara(AS^̂ }'dan;i
e.tidak memjliki penghasilan totap untuk mencapai kondisi hidup layak.

(2) Peaerta Prog^am Jaminan Kea^hatan sebagaimana dimakaud pada ayat
(1J ditetapka^ a elalui KeputusaSi Bupati.

Lbupaten Bomt
sebagai j eserta jaminan kesehatan pada BFJS

PBRSYARATA11 PENER1
Paaal 5

(1) Penduduk yi n]; diikutsertakar: oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta
Program Jair in in Kesehatan G nnbira Sehat pada BPJS Kesehatan, harus
memenuhi pt rs '̂aratan sebagai berikut:

to iteria sebagain^ na dimaksud dalam Pasal 4;

fartu  Keluarga yang diterbitkan oleh
Pemerintal

c. belum



I Kesehatan;

tentang daftat penduduk yang didaftarkan sebagai calon li

lh!1/ V
i peserta dari B^IO "—*——'

BABX  '

PERTAH^^GUNGJAWABAH
|pall3

yang digun^kan oleh Perangkat  Daerah Kabupaten

pcmbiayaan program Jaminan Kesehatan Gembira _rtngka

berlOcu;

il 13
pelaksanaan j embtayaan program Jaminan Kesehatan

Pemerintah  Kabupaten  Bombana  setiap  tahun
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

i nggaran dil^ksi nakan sesuai dengan ketentuan peraturan
Kabupaten Bon

•an dil

yang

Jndang-Undangan;

Pertanggungjaws
Bombana dalam
Sehat meliputi:
a. Keputusan Bi

peserta PBI d;
-  b. Hasil mutasi i

(1)Dalam rangta
Gembira
mengalokasil|ai

Belanja Daer ih
(2)Pengalokai

perundang-u

:hit

BAB DC

BABVm
PBLATANAN KBSBHATAH

Pmslll
bagi pe* rta Program Jaminan Kesehatan Gembira

itegrasikan 1 e  dalam Jaminan Kesehatan Nasional
c imaksud dalat i  Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan

iran pcrundaaj -undangan;
:hatan di^cul an di Puskesmas,  Puskesmas  Keliling,
bantu dan RSU D;

itan di RSUD i lilakukaii pada kelas HI;  ; :,

(1)Pelayanan k.
Sehat yang |
sebagaimanaj c
ketentuan pepa

(2)Pelayanan ijei

Puskesmas Pfer
(3)Pelayanan Kasehai

sesuai ketentiuE n Peraturan pet

kepada JBPJS  Kesehatan  sesuai dengan jumlah

peserta dan j^n ;ka waktu penjaininan^
(2)Pembayaran ^el lagaimana dima^ksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

perjanjian kejjSsama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan;

(3)Perjanjian Kerasama sebagaiWuia dimaksud pada ayat (2) sekurang

kurangnya n^en tuat*
a.jumlah p^se rta; dan..'';••„'

b.jumlah Iura i yang dibayark in;
(4)Perjanjian Ken isama sebagain ^na dimaksud pada ayat|2) dilaksanakan

IIO

dimalaud pada ayat (1)  bersumber dari APBD
daerah;sesuaU^ar dcngan keman puan keuangan

ir tuk  pembayan

! P*sal9
jaminan kes^hatan bagi peserta Program Jaminan

Kesehatan G ai bira Sehat yank dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
mengacu kep id a besaran luran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI;

bagi  peserta Program Jar

BAB YD

(1) Pembayaran  i

Kesehatan

yang



117
dalam pen^elenggaraan Program Jaminan Kesehatan
i peserta RBI dengan fasilitaa pelayanan kesehatan

3PJS Kesehatan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan

yangberlak^;

|MB XVI•' -' '     -. .

•      .     KKTB^niAll PEHDTDP• . ^ ' ' /. —p. . •       i-

m Bupati inil. mulai berlaku maka Peraturan Bupati
! tahun 2017|tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Daerah - GerLkan Membangun Bombana dengan Ridho |

imbana dinyatjakan masih tetap berlaku sampai dengan i

Ja Dinas Sosial dan Inspektur Daerah
Pengendalian dan Pengawasan Kepada

terhadap pelaksanaan Program Jaminan
ksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas

Ihisil i

an pen^awasar
ibira Sehat dil
ktorat Daerah;
Kesehatan, Kej

petaksanaai
mester;

JBAB3
FUIBBRHBirriAll

tidak puas dWan pelayanan BPJS Kesehatan, peserta
kan pengad^an kepada Perangkat Daerah yang

iruaan pemerirrtahan dibidang kesehatan...

BAB XI
PEXGADUAHPBHAKOAHAN PEX

IpwMl 14

Allah Kabupatei

Pada saa
Bombana

Penyelesaian
Gembira Sehat
dan/atau dengan
perundang-undang an

Kesehatan do

sosial dan Insp 1
(2) Kepala Dinak f,

melaporkan ll
Bupati setiapj

Bombana jberhak menghentikan perabayaran iuran

Kesehatan pagi peserta PBI daerah yang didaftarkan
bupaten, apabila pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada

penuhi;\
jbab xra

PEMGEMDALIAN D AN PWGAWASAN

Pemerintah Kal
kepesertaan Jaihit
oleh Pemerintah ^Ki
Pasal 5 tidak lagj

(1) Pengendaliari

ibjur. aten

Dalam hal pese te
dapat menyair pt
menyelenggaraki n

pc rabayaran dari BPJS Ketsehatan Kepada Kepala Perangkat
-i n Bombana:  |

ibayaran iurjin jaminan kesehatan Gembira aehat ke

c.Surat tagihan
Dacrah Kabuppt^^

d,Bukti transfe
BPJS Keschati n



CABUPAmH BOMBAH A TAHOM 3018 HONORBERITA DABRAB

Diunda
pada t
8BKR

H. BDHHAMUDdIb , A^ HS HOY, s^. H.St

Ife.:

ulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

i enempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Bombana;

I
Feraturan Bup

Agar setiap or
Bupeti ini deng


